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PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2009

BUPATI PAKPAK BHARAT,

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencana:n Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD}
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Care Penyusunzn, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Fencana Pembangunan Daerah,
Pemerintah Daerah menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD,
dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;

bahwa berdasarkan pertmbangan pada huruf a dan b di atas, perlu dtetapkan Peraturan Bupati
Pakpak Bharat tentano Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2009.

Undang-Undang Momor @ Tahun 2002 tentanyg Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat den Kabupaten Humbang Masundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Repubiix indonesia Tahun 2003 Nomor 23. Tambahan Lem.baran Negara Republik Indonesia
Noror 4272):;

Undang-Unuang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan !_embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indeonesia Tahun 2C04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 temang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintatan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lemabaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 45438);

Undang-Uncang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Normor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoresia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Ceraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Cana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara

Republil: Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pzmbagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Normor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembtaran Necara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Ncmor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4816);

18. Peraturan Pemerintah Nomcr 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 200S tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2004-2009 (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan
Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabuoaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana pembangunan
Jangka Menengah Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006
Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Aenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN

PAKPAK BHARAT TAHUN 2009

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

‘alam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;

Wakil Bupati adalah Wacil Bupati Pakpak Bharat,

Satuan Kerja Perangkat Daerahyang selanjutnva discbut SKPD adalah Unit Kerja i>emerintah Daerah yang mempunyai tugas
mengelola anggaran dar. barang daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2008-2010 adalah Dokumen
Perencanaan Kabupaten Pakpak Bharat untuk dokurmnen perencanaan Kabupaten Pakpak Bharat untuk dokumen perencanaan
jangka menengah, yany memberikan arah sckaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam
mewujudkan pambangunan daerah yang berkesinambungan.

Rencana Pembargunan Tahunan Nasional yang selanutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah ateu RKP adalah dokumen
perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebul Rencana Kerja pemerintah Daerah atau RAPD adalah dokumen
perencanaan Pemerintah kabupaten pakpak Bharat uniuk 1 {sz!u) tahun dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2009.
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perargkat Daerah yang selanjunva disebut Rencana Kerja Satuan rerja
Perangkat Daerah atau Renia-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja P-. - -at Daeral di lingkungan Pe -~intah
Kabupaten Pakpak Bharat untuk periode 1 (satu) tahun.

Satuan Kerja Perangkat Daeran yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja - “-a! Daerah di lingkunga- ~werintah
Kabupaten Pakpak Bharat yang mempunyai tugas mengelola an3garan dan barang caer ...

Badan Perencanaan pembangunzn Daerah adalah Badan Perencanaan Pembanqunan ¢ - . - Kabupaten Pakpak B

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adaiah Kepala Badan Perencanaan ##* nangunan Dacrah Kabupate .« nak
Bharat sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pela-: ~:an tugas dan fungsi perer N
pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKA SK¥*. . 'zh dokumen perencanaan dan
penganggaran Pemerintah Kahupaten Pakpak Bharat yang b:risi program dan kegiatan :- :° 5KPD, serta pagu anggaran

sementara didasarkan atas Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara - . e

rasal 2

'KPD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2009, terdiri dari:

ab | Pendahuluan

abll Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

ab Il Prioritas pembangunan Daerah

ab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2003
abV Ringkasan pendanaan

ab Vi Kaidah Pelaksanaan

ab Vil Penutup
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Pasal 3

RKPD Tahun 2009 adalah 0okumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 yang dimulai dar: t
1 januari sampai tanqgal 21 Desember 2008.

RKPD tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a ayat (1), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Mer
(RPJM) Tahun 2006-2010 dan mengacu pada RKP yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluas

sebelumnya, kerangka ekonomi daerah prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumb

AFPGN/PHLN, APBD dan dana !ainnya, baik yang dilaksanakanlangsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
mendorong partisipasi masyarakat .

RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangun
antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pedoman dalum rangka penyusunan KU-APBD
dan RAPBD tahun 2003.

Pasal 4
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala SKPD melakukan pemantauan.

Kepala Badan Perencanaan Pemrbangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan |
pembangunan dari masing-masing SKPD.

Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahur, sebelumnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaiuasi
SKPD.

Hasil evaiuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun 2010.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran yan:
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Kabupaten pakpak Bharat tahun 2009.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agas setiap orang mengetahuinya, memerintah“an pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita D:s
Kabupaten pakpak bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 6 Agustus

BUPATI PAKPAK BH
dto.

H. MAKMUR BERA

Diudangkan di Salak
pcda tanggal 7 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAX BHARAT TAHUN 2008
NCMOR 49




